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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.
Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang
digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan
atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987
dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi

Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan
| = Tidak dilambangkan o= =dl
<«=b L=th
o=t L=dh
&i=ts ¢ = ‘(koma menghadap
keatas)



c=h —=f
¢ =kh 8=q
a=d d=k
i=dz J=1
O=T a=m
=12 o=n
Q=S S=W
=Sy s=h
u==sh s=Yy

Hamzah (=) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan
tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambang “¢”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =& misalnya J& menjadi gala
Vokal (i) panjang =T misalnya J menjadi gfla
Vokal (u) panjang = 0 misalnya o2 menjadi dlna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

“1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat



diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah fathah dituli
\s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:
Diftong (aw) = s misalnya J & menjadi qawla
Diftong (ay) = = misalnya_sx menjadi khayrun
D. Ta’ marbdthah (8)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbiithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4. 1.l 4. ,}l menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya
4 4es ) menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jaléalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikancontoh-contohberikutini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhériy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allahkanawamd lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azzawajalla.
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

Xi



nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,
tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh
berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia,
dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor
pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,”
“Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan
bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata
tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang
Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-

RahmanWahid,” “AminRais,” dan bukan ditulis dengan ““shalét.
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ABSTRAK

Azharani Fatwa Hakiki, 18220038, ‘‘Implementasi Aturan Kewajiban
Sertifikasi Halal Umkm Kedai Kopi Perspektif Teori Sistem Hukum
Dan Hukum Islam (Studi di UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau,
Provinsi Kalimantan Selatan), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang, Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: hukum Islam, sertifikasi halal, sistem hukum.

Sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku
usaha. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun demikian masih ditemukan pelaku
usaha yang belum melakukan sertifikasi halal sebagaimana terjadi di UMKM Kedai
Kopi Kota Rantai Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aturan kewajiban
sertifikasi halal UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan
perspektif Teori Sistem Hukum dan mengetahui kajian Hukum Islam mengenai
kewajiban sertifikasi halal pada UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi
Kalimantan Selatan.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang
digunakan ialah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di enam Kedai Kopi
di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan pada penelitian
ini data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menyatakan implementasi aturan kewajiban sertifikasi
halal UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan dengan
menggunakan teori sistem hukum menunjukkan bahwa antara sistem hukum,
substansi hukum, dan budaya hukum belum seluruhnya selaras dan berjalan dengan
baik. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa implementasi aturan kewajiban
sertifikasi halal UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan
perspektif teori sistem hukum belum berjalan secara efektif. Kewajiban sertifikasi
halal ini selaras dengan perintah kepada manusia untuk selalu memperhatikan dan
berhati-hati terhadap makanan yang akan mereka konsumsi sebagaimana Al-
Qur’an Surah Abasa ayat 24 dan pentingnya umat manusia mengonsumsi makanan
yang halal dan bermanfaat sebagaimana Al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 168.
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ABSTRACT

Azharani Fatwa Hakiki, 18220038, "Implementation of the Obligatory Rules for
Halal Certification for MSME Coffee Shops, Perspective of Legal System
Theory and Islamic Law (Studies in MSME Coffee Shops in Rantau City,
South Kalimantan Province), Department of Sharia Economic Law, Faculty
of Sharia, Islamic University Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
Supervisor Dr. Fakhruddin, M. HI.

Keywords: Islamic law, halal certification, legal system.

Halal certification is an obligation that must be carried out by business
actors. This is in accordance with the provisions of Article 4 of Law Number 33 of
2014 concerning Halal Product Guarantees. However, business actors are still
found who have not carried out halal certification, as is the case in the MSME
Coffee Shop in Chain City, South Kalimantan Province.

This research aims to determine the implementation of the mandatory halal
certification rules for coffee shop MSMEs in Rantau City, South Kalimantan
Province from a Legal System Theory perspective and to find out about Islamic
Law studies regarding halal certification obligations for coffee shop MSMESs in
Rantau City, South Kalimantan Province.

This research includes empirical yuridis research. The approach used is a
qualitative approach. This research was conducted in six Cafes in Rantau City,
South Kalimantan Province. The data used in this research is primary data and
secondary data. Data collection methods were carried out by interviews and
literature study.

The results of this research state that the implementing the mandatory halal
certification rules for coffee shop MSMEs in Rantau City, South Kalimantan
Province using legal system theory shows that the legal system, legal substance and
legal culture are not all in harmony and running well. Therefore, it can be concluded
that the implementation of the mandatory halal certification rules for coffee shop
MSMEs in Rantau City, South Kalimantan Province from a legal system theoretical
perspective has not been effective. This halal certification obligation is in line with
the command for humans to always pay attention and be careful about the food they
consume as stated in the Qur'an Surah Abasa verse 24 and the importance of humans
consuming halal and beneficial food as stated in the Qur'an Surah Al -Bagarah verse
168.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Setiap manusia memerlukan sumber penghasilan sebagai upaya untuk
memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya. Manusia akan berusaha untuk
selalu memperoleh keuntungan. Bahkan dalam ajaran Islam, manusia
diwajibkan untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Bekerja menjadi salah satu
faktor utama yang memungkinkan manusia untuk memperoleh nafkah. Bentuk
pekerjaan yang dapat dilakukan manusia diantaranya adalah dengan berbisnis
atau menjadi pelaku usaha baik skala mikro maupun makro. Sebagaimana
Allah SWT telah melapangkan bumi dan menyediakan berbagai fasilitas yang
ada di muka bumi agar dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki yang
halal .

Perkembangan pada zaman milenial ditandai dengan menjamurnya
berbagai jenis bidang usaha. Salah satu usaha yang sangat diminati masyarakat
adalah usaha kedai kopi (kafe). Usaha kedai kopi telah meningkat pesat seiring
dengan bertambahnya penikmat olahan kopi, termasuk di Kota Rantau,
Kalimantan Selatan. Terdapat beberapa kedai kopi yang menjadi pilihan para
konsumen seperti Yota Cafe, Ruai Rindu Kopi, Kalamari Koffie, dan masih
banyak lagi kafe-kafe yang bermunculan di Kota Rantau.

Agar mampu bersaing secara sehat untuk bertahan dalam industri

tersebut, maka produsen harus mampu menjaga dan meningkatkan kualitas

'Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas
Bisnis Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 17.



produk hingga menjamin kehalalannya. Apalagi mengingat Negara Indonesia
sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, maka para
pelaku usaha harus memiliki kesadaran hukum mengenai jaminan halal suatu
produk melalui sertifikasi halal sesuai regulasi yang telah ditetapkan di
Indonesia.?

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang menetapkan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 10 tentang
Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa Sertifikasi Halal adalah pengakuan
kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh
MUI3

Sertifikasi halal sebagai suatu bukti yang diberikan MUI untuk menjadi
jaminan suatu produk tersebut halal dan dapat dikonsumsi bukan hanya
menurut negara tetapi juga menurut agama. Selain itu, sertifikasi halal
diperlukan sebagai syarat untuk mencantumkan label halal.* Tujuan dari
sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian dan ketenangan lahir batin
atas kehalalan suatu produk bagi para konsumen terkhusus yang beragama

Islam.> Dengan adanya sertifikasi pada suatu produk maka konsumen lebih

2 Zain, Hassanalwildan Ahmad, Fifik Wiryani, and Idaul Hasanah. "Kesadaran
Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang.” Indonesia Law
Reform Journal 1.1 (2021): 122-142.

3Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal

4 Harahap, Rabiah. "Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal." De Lega Lata:
Jurnal IImu Hukum 3.1 (2018): 109-118.

SDepartemen Agama Republik Indonesia, Panduan Sertifikasi Halal,(Jakarta:
Departemen Agama RI, 2003), 1.



merasa aman dan terjamin untuk mengkonsumsi produk tersebut, khususnya
bagi para konsumen muslim. Adanya sertifikasi juga untuk menegaskan dan
memberikan petunjuk keotentikan produk tersebut sehingga dapat diterima
oleh semua kalangan masyarakat.®

Hukum Islam sendiri telah menyebutkan mengenai perintah untuk
mengonsumsi produk yang halal yakni dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah (2)
ayat 168 dan surat Al-Maidah (5) ayat 88 telah disebutkan dengan jelas bahwa
Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang
halal dan baik (halalan tayyiban). Perintanh Allah SWT tersebut kemudian
digiyaskan sebagai kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal. Dalam
pandangan Hukum Ekonomi Syariah, urgensi kewajiban sertifikasi halal sangat
melindungi konsumen muslim atas jaminan produk halal. Setiap produk yang
belum atau tidak melakukan sertifikasi halal maka dapat dikategorikan sebagai
produk yang syubhat terkait status halal dan haramnya. Keadaan syubhat
tersebut juga akan mempengaruhi status akad pada transaksi muamalah yang
dilakukan.

Kewajiban sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional mempunyai
kedudukan yang sentral karena telah menjadi regulasi dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta penjelasannya. Pasal 4 UU
No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu Pasal 3 yang berbunyi

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib

® Hasan, KN Sofyan. "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk
pangan.” Jurnal Dinamika Hukum 14.2 (2014): 227-238.



bersertifikat halal”. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini kemudian
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal 4A yang
berbunyi “Untuk pelaku Usaha Mikro, dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku
UMK

Dengan adanya regulasi yang jelas, maka pelaku usaha harus memiliki
kesadaran hukum atas kehalalan produk olahannya. Namun, setelah melakukan
observasi dan wawancara dengan pihak-pihak UMKM kedai kopi di Kota
Rantau, fakta di lapangan menunjukan bahwa masih banyak produk-produk
olahan kedai kopi yang belum memiliki sertifikasi halal. Untuk lebih yakin
penulis melakukan observasi pada enam UMKM kedai Kopi di Kota Rantau,
hasilnya adalah keenam kedai kopi tersebut belum memiliki sertifikasi halal.
Misalnya pada produk olahan minuman kopi botol mereka belum terdapat
sertifikasi halal dan mencantumkan label halal. Hal tersebut dapat menjadikan
para konsumen muslim mempertanyakan kehalalan produknya. Padahal
selama bekerja di industri tersebut, dapat penulis lihat bahwa produk olahan
kopi botol menjadi salah satu produk yang bestseller di kedai-kedai kopi.
Selain praktis, produk olahan minuman kopi botol ini juga memiliki cita rasa
yang khas dari setiap kedai kopi.

Adanya isu hukum tersebut mengindikasikan perlu adanya sebuah

kajian lebih lanjut mengenai implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal

" Agus, Panji Adam. "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional
sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan
Keuangan Syariah 1.1 (2017): 149-165.



sebagai bentuk kesadaran hukum UMKM kedai kopi terhadap regulasi yang
ada, apakah sudah terimplementasikan secara maksimal dan efektif atau belum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal
dari kata efektif yang dapat diartikan dengan ada efeknya atau ada pengaruh.
Sedangkan efektivitas merupakan keterangan yang berarti keberhasilan dalam
mencapai tujuan. Jadi, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang
ada efeknya atau membawa hasil sejak dimulai berlakunya suatu hukum
terhadap suatu organisasi. Adapun teori efektivitas hukum adalah teori yang
mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor
yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.® Menurut
Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa efektif atau berhasil tidaknya
suatu hukum tergantung pada tiga sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal
structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal
culture).1°

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas dan fakta di lapangan
yang penulis temui, menarik untuk diteliti terkait bagaimanakah implementasi
aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai kopi khususnya pada kedai
kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan dianalisis lebih
lanjut menggunakan teori efektivitas sistem hukum dan kajian hukum Islam.

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi gebrakan baru

8Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

®Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa Media,
2006), 39.

L awrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari
American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa,
2001) 6-8.



tren kehalalan produk kekinian pada UMKM kedai Kopi dan keilmuan Hukum

Ekonomi Syariah. Maka, penulis mengangkat permasalahan ini dalam

penelitian skripsi dengan judul IMPLEMENTASI ATURAN KEWAJIBAN

SERTIFIKASI HALAL UMKM KEDAI KOPI PERSPEKTIF TEORI

SISTEM HUKUM DAN HUKUM ISLAM (Studi di UMKM Kedai Kopi di

Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai
kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan perspektif Teori Sistem
Hukum?

2. Bagaimana kajian Hukum Islam mengenai kewajiban sertifikasi halal pada
UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian
ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan mengenai implementasi aturan kewajiban
sertifikasi halal UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan
Selatan dalam perspektif Teori Sistem Hukum.

2. Mengetahui dan menjelaskan mengenai kajian Hukum Islam mengenai
kewajiban sertifikasi halal pada UMKM kedai kopi di Kota Rantau

Provinsi Kalimantan Selatan.



D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1. Manfaat teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
acuan atau referensi serta menambah ilmu pengetahuan untuk penelitian
selanjutnya mengenai pembahasan terkait. Penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi kontribusi dan menambah khasanah baru bagi
perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif
mengenai kewajiban sertifikasi halal.
2. Manfaat praktis
a. Bagi Produsen (Pelaku Usaha)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan untuk pelaku usaha UMKM kedai kopi di Kota Rantau
dalam menjual produknya serta dapat meningkatkan kesadaran
hukum terkait kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang
diperjualbelikan. Sehingga regulasi mengenai sertifikasi halal
tersebut diharapkan bisa berjalan dengan efektif dan maksimal.

b. Bagi Konsumen (Masyarakat Umum)

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat lebih selektif
dalam membeli produk di kedai kopi khususnya produk minuman
kopi botol yang tanpa sertifikasi halal sehingga keamanan dan mutu
produk bisa terjamin. Diharapkan juga agar masyarakat lebih aware

dan paham hukum terhadap regulasi yang ada di Indonesia,



khususnya yang mengatur tentang sertifikasi halal sehingga tidak
ada pihak yang merasa dirugikan.
c. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya
Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai kelengkapan
syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun bagi peneliti
selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah
wawasan serta bahan kajian untuk penelitian selanjutnya apabila
menggunakan judul penelitian yang berkaitan, terkhusus bagi
mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
E. Definisi Operasional
Untuk memahami lebih dalam penelitian ini, maka penulis akan
memberikan uraian singkat mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan
judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Teori Sistem Hukum
Menurut Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa efektif atau
berhasil tidaknya suatu hukum tergantung pada tiga sistem hukum. Sistem
hukum adalah sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum.
Sistem hukum juga memiliki unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi
3 (tiga) macam, yaitu: yaitu struktur hukum (legal structure), substansi

hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).!

L awrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari
American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa,
2001) 6-8.



2. Sertifikasi Halal
Sertifikasi Halal menurut Pasal 1 Angka 10 Undang- Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, adalah pengakuan kehalalan
suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal
tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.*2 Undang-Undang Jaminan Produk
Halal ini lebih lanjut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah
ada menyisipkan Pasal 4A yang berbunyi “Untuk pelaku Usaha Mikro,
dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku UMK.”

3. Kajian Hukum Islam
Menurut Hukum Islam, penetapan sertifikasi halal merupakan hasil /jma’
atau hasil kesepakatan para ulama yang bersepakat bahwa setiap pelaku
usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan aturan Al-Qur’an
dan Al-Hadits. Sertifikasi halal digiyaskan hukumnya pada perintah Allah
SWT mengenai “makanlah yang halal bagimu” sehingga ditetapkan
sebagai kewajiban melakukan sertifikasi halal.

F. Sistematika Penulisan
Suatu penelitian pada akhirnya akan menghasilkan laporan yang
selanjutnya akan disusun secara sistematis dan utuh. Adapun gambaran secara

umum sistematika penulisan penelitian terdiri sebagai berikut.

2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal



Bab pertama merupakan Pendahuluan. Pada bab ini penulis berupaya
memaparkan alasan-alasan dan permasalahan mengapa melakukan penelitian
ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini
secara garis besar. Bab pertama ini biasanya terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian
yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat uraian
tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori yang relevan
dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini yaitu permasalahan mengenai
implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai kopi yang dikaji
lebih lanjut menggunakan teori sistem hukum dan Hukum Islam,

Bab ketiga merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi
tentang paparan analisis data dan uraian lebih dalam terkait bahan hukum yang
sudah ditemukan serta hasil penelitian yang menjawab pokok-pokok
permasalahan dari isu hukum, yaitu mengenai implementasi aturan kewajiban
sertifikasi halal UMKM kedai kopi perspektif teori sistem hukum dan kajian
Hukum Islam.

Bab keempat merupakan Penutup. Bab ini menjadi bagian akhir dari
penelitian yang memuat bahasan mengenai hasil penelitian secara ringkas dan
jelas terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan rumusan

masalah yang telah diteliti.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Untuk mendukung penelitian di atas maka penulis mengkaji beberapa
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
dibahas. Penelitian terdahulu ini dapat berupa buku, laporan karya ilmiah,
jurnal, skripsi, thesis maupun disertasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai
bahan acuan untuk penelitian ini serta sebagai pembeda antara penelitian ini
dengan penelitian terdahulu demi menjaga orisinalitas suatu karya ilmiah.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dalam hal ini adalah sebagai

berikut:

1. Skripsi, Nuzliawati, “Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru terhadap
Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga”. Skripsi ini membahas
mengenai praktek labelisasi halal oleh pengusaha keripik paru pada
kemasan produknya, dimana hasilnya adalah 6 dari 10 produsen keripik
paru melakukan swalabelisasi (mencantumkan label halal sendiri),
sedangkan 4 produsen lainnya mencantumkan label dari hasil proses
sertifikasi halal MUI. Sehingga dari hasil tersebut dikatakan bahwa
kesadaran hukum produsen keripik paru masih rendah dikarenakan
kurangnya pengetahuan mereka terkait cara melakukan sertifikasi halal
yang sesuai dan benar menurut hukum. Selain itu, pada penelitian ini juga
dibahas mengenai faktor pendorong produsen Kkripik paru dalam
melaksanakan sertifikasi halal MUI, yaitu karena adanya kesadaran hukum

dan ketakutan hukum dalam diri mereka. Adapun faktor yang menghambat
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antara lain keengganan meluangkan waktu mengurus sertifikasi halal
karena kesibukan usaha, kurangnya sosialisasi dari pihak MUI mengenai
pentingnya sertifikasi halal dan faktor ekonomi terkait biaya yang akan
dikeluarkan agar produk mereka memiliki label halal.*®

2. Skripsi, Meddy Purnama Adji, “Kesadaran Pengusaha Rumah Makan
tentang Regulasi Jaminan Produk Halal di Kotagajah Lampung Tengah ™.
Skripsi ini membahas tentang analisis kesadaran pengusaha rumah makan
terkait regulasi jaminan produk halal di Kotagajah Lampung Tengah,
dimana para pemilik rumah makan tersebut ternyata tidak semunya yang
mempunyai kesadaran yang baik terdapat keperdulian atas kehalalan
produk makanan dan hanya mengutamakan keuntungan. Menurut hasil
penelitian ini, kesadaran pemilik rumah makan tersebut ada yang
memberikan respon positif yaitu dengan memiliki kesadaran terhadap
regulasi halal, adanya pengawasan dan peninjauan pemerintah setempat,
dan benar-benar selektif dalam memilih jenis makanan yang nantinya akan
dikonsumsi untuk bisnis kuliner. Adapun respon negatif yang
mengesampingkan kehalalan produk demi memperoleh keuntungan dan
menarik minat pelanggan atas produk tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa
belum adanya kesadaran pemilik usaha rumah makan tentang regulasi

jaminan produk halal di Kotagajah Lampung Tengah dikarenakan

13 Nuzliawati, Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi
Sertifikasi Halal Mui Di Kota Salatiga Skripsi. Diss. IAIN Salatiga, 2020.
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orientasi pemilik usaha adalah keuntungan serta mengikuti perkembangan
zaman tentang makanan.#

3. Skripsi, Nur Fadilah, “Eksistensi Pencantuman Label Halal pada
Makanan Impor Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
dan Figiz Muamalah”. Hasil pembahasan pada skripsi ini bahwasanya
eksistensi pencantuman label halal pada makanan impor telah diatur dan
disebutkan secara jelas baik dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya pada Pasal 4 dan Figih
Muamalah yaitu melalui Ijma’ atau kesepakatan para ulama dalam
menetapkan labelisasi atau sertifikasi halal dalam muamalah khususnya
produk pangan yang berasal dari luar negeri. Tetapi, pada kenyataannya
keberadaan label halal ini masih dianggap remeh oleh sebagian importir
dengan tidak mematuhi peraturan tersebut dan tetap mengedarkan produk
impor tidak berlabel halal kepada masyarakat dimana hal ini sangat tidak
memikirkan keselamatan masyarakat.'®

4. Skripsi, Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal
pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok
(Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal)”. Selain membahas tentang implementasi
kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di

Kecamatan Beji Depok dengan menggunakan studi Undang-Undang

14 Ajdi, Medi Purnama. Kesadaran Pengusaha Rumah Makan Tentang Regulasi
Jaminan Produk Halal di Kotagajah Lampung Tengah. Diss. IAIN Metro, 2020.

15 Fadilah, Nur. Eksistensi pencantuman label halal pada makanan impor menurut
pasal 4 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan Figih Muamalah. Diss. Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
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Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penelitian ini juga
membahas mengenai peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM
di Kecamatan Beji Depok, yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi
sertifikasi halal bagi pengusaha mikro Kota Depok dan memfasilitasi
pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM yang mengikuti
program Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) UMKM Kota Depok. 6

5. Skripsi, Taufiq Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan
Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sulawesi Selatan) ”. Skripsi ini membahas lebih dalam mengenai
proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh MUI yaitu melalui
proses : pendaftaran - pelaksanaan audit sertifikasi halal - rapat auditor
halal LPPOM MUI - rapat komisi Fatwa MUI - penerbitan sertifikat halal.
Pada penelitian ini juga dibahas mengenai landasan hukum dan tinjauan
yuridis yang tertera pada beberapa regulasi di Indonesia terkait sertifikasi
produk halal, seperti : Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun
1996 Tentang Pangan, Kepmenkes Republik Indonesia No.
924/Menkes/SK/V111/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmenkes Republik
Indonesia No. 82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada

Label Makanan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label

16 Ramadhani, Atikah. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk
Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-
Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BS thesis. Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
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dan Iklan Pangan, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun

2014 Tentang Jaminan Produk Halal.t’

NAMA/
NO PERGURUAN JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN
TINGGI/
TAHUN
1 Nuzliawati/ IAIN | Kesadaran Sama-sama 1. Tidak
Salatiga/ 2019 Hukum membahas menggunakan
Pengusaha mengenai spesifikasi kajian
Keripik  Paru | regulasi teori sistem hukum
terhadap sertifikasi halal dalam
Regulasi pembahasannya
Sertifikasi 2. Membahas
Halal MUI di mengenai faktor
Kota Salatiga pendorong dan
faktor penghambat
produsen kripik
paru dalam
melaksanakan
sertifikasi halal
MUI
2 Meddy Purnama | Kesadaran Sama-sama 1. Menitikbera
Adji/ IAIN | Pengusaha membahas tkan pada hasil
Metro/ 2020 Rumah Makan | tentang regulasi | penelitian

tentang
Regulasi
Jaminan
Produk Halal

sertifikasi halal

mengenai tingkat
kesadaran
pengusaha tentang

sertifikasi halal

17 Rahman, Taufig. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu
Produk di Indonesia." Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika
majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (2017).
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di  Kotagajah

2. Tidak

Lampung mencantumkan
Tengah perspektif Kajian
Hukum Islam
Nur Fadilah/ UIN | Eksistensi Sama-sama 1. Objek
Maulana  Malik | Pencantuman membahas penelitiannya lebih
Ibrahim Malang/ | Label Halal | tentang labelisasi | spesifikasi
2020 pada Makanan | atau  sertifikasi | mengenai
Impor Menurut | halal eksistensi
Pasal 4 | menggunakan pencantuman label
Undang- sudut  pandang | halal pada produk
Undang Nomor | Hukum  Islam, | impor
33 Tahun 2014 | yakni Figih | 2. Tidak
dan Figih | Muamalah menggunakan
Muamalah perspektif teori
sistem hukum
Atikah Implementasi Membahas 1. Membahas
Ramadhani/ UIN | Kewajiban mengenai lebih dalam
Syarif Sertifikasi kewajiban mengenai peranan
Hidayatullah Halal pada | sertifikasi  halal | Dinas Koperasi dan
Jakarta/ 2022 Produk dengan Usaha Mikro Kota
Makanan dan | menggunakan Depok dalam
Minuman perspektif  teori | menerapkan
UMKM di | sistem kewajiban
Kecamatan sertifikasi halal
Beji Depok pada produk
(Studi UMKM di Kec.
Implementasi Beji Depok
Undang- 2. Lebih

Undang Nomor
33 Tahun 2014

tentang

membahas pada
pandangan regulasi

hukum positif
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Jaminan
Produk Halal)
5 Taufig Rahman/ | Tinjauan Sama-sama 1. Studi

UIN Alauddin | Yuridis membahas bahasan berfokus

Makassar/ 2017 Terhadap tentang sertifikasi | pada Lembaga
Penerapan halal Pengkajian Pangan,
Sertifikasi Halal Obat-obatan, dan
Suatu Produk di Kosmetik Majelis
Indonesia Ulama Indonesia
(Studi pada Provinsi Sulawesi
Lembaga Selatan
Pengkajian 2. Membahas
Pangan, Obat- mengenai prosedur
obatan, dan sertifikasi halal
Kosmetik produk yang
Majelis Ulama dilaksanakan oleh
Indonesia MUI
Provinsi
Sulawesi
Selatan)

B. Kerangka Teori
1. Teori Sistem Hukum (Efektifitas Hukum)

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna
atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif

adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak
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dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.’®* Menurut
Effendy efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai
tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu
yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan’’.!® Efektivitas
menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam
arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai
dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto efektivitas merupakan daya pesan
untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk
mempengaruhi. Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa
diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah
direncanakan sebelumnya secara matang. Sementara menurut Mahmudi
efektivitas lainnya yaitu suatu hubungan antara output dengan tujuan,
semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan,
maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.?

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam
pencapaian tujuan. Adapun teori efektivitas hukum adalah teori yang
mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.?

18Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

PEffendy, Onong Uchjana, Kamus Komunikasi, (Bandung: Penerbit Mandar Maju,
2010), 130.

2Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta:
Penerbit Kencana, 2009), 375.

ZlHans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, 39.
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Men

urut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu

hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1)

2)

2006), 8.

Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam
praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum
sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak
sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara
penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu
tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai
hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum
tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.?

Faktor penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas
penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah
baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada
kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan
hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum
diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.
Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan
karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang

atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa

22 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa Media,
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3)

4)

penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari
aparat penegak hukum tersebut.?3

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan
perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum
tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan
kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas
mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak
hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang
aktual.*

Faktor masyarakat

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan
perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum
tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan
kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas
mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak
hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang

aktual .?®

23 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, 21.
24 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, 37.
25 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, 37.
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5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari
hukum vyang Dberlaku, nilai-nilai  mana yang merupakan
konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik
sehingga diikuti dan apa yang diangap buruk maka dihindari.?® Maka,
kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat
yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-
undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat
yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum
perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai
yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan
tersebut dapat berlaku secara aktif.?’

Pandangan lain terkait unsur-unsur efektifitas hukum juga turut
dinyatakan oleh Clerence J Dias sebagaimana dijelaskan oleh Marcus Priyo
Guntarto bahwasannya syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum
meliputi:*®
a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.

b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi
aturan-aturan yang bersangkutan.
c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai

dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya

26Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 8.

2’Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 56.

ZMarcus  Priyo  Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka
Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, (Semarang: Program Doktor llmu Hukum Universitas
Diponegoro Semarang, 2011), 71.
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kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyrakat
yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi
hukum.

d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus
mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan
tetapi harus cukup effektif menyelesaikan sengketa.

e. Adanyaanggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga
masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-
pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektif atau berhasil
tidaknya suatu hukum tergantung pada tiga sistem hukum, ini kemudian
yang disebut dengan teori sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal
structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal
culture).?®

1) Struktur hukum (legal structure) merupakan kelembagaan yang
diciptakan oleh suatu sistem hukum dengan berbagai macam fungsi
untuk mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Dalam hal
sertifikasi halal, kelembagaan yang paling terkait antara lain Majelis
Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta Kementerian Agama

sebagai lembaga yang menaungi BPJPH.

2Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari
American Law An Introduction, 2nd Edition, 6-8.
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2) Substansi hukum (legal substance) adalah output dari sistem hukum,
bisa berupa undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan
yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
Dalam permasalahan ini adalah regulasi yang mengatur tentang
sertifikasi halal di Indonesia, seperti Undang-Undang (UU) No. 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (PP)
No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun
2014 (UU JPH), dan peraturan atau keputusan lainnya yang berkaitan.

3) Budaya hukum (legal culture) terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap
yang mempengaruhi bekerjanya hukum (kultur hukum). Kultur hukum
inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara
peraturan hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat luas.*
Dengan kata lain budaya hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran
hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka
akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir
masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat
kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.3!

Ketiga unsur sistem hukum tersebut saling terkait satu sama lain dengan

mengibaratkan struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, maka

30Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif llmu Sosial, Terjemahan dari The
Legal System: A Social Science Perspective, Alih Bahasa: M. Khozim (Bandung: Nusa Media,
2019), 5-6.

31Suteki dan Galang Taufani, Metodogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan
Praktik), (Depok: Rajawali Press, 2020), 104.
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tubuh institusionalnya yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-
batasnya.
2. Konsep Produk Halal

Secara bahasa, kata halal berasal dari bahasa Arab yang sudah
diserap menjadi bahasa Indonesia. Halal berasal dari kata “halla” yang
berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, yang merupakan lawan
kata dari haram.*? Sehingga produk halal adalah produk yang telah
dinyatakan halal dan diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai pemeluk agama Islam, maka wajib bagi kita memperhatikan
kehalalan produk atau makanan yang akan kita konsumsi. Sebagaimana

perintah Allah SWT dalam Surat Al-Bagarah (2) ayat 168 yang berbunyi :

ooHhi 1S EY}‘-J”/&J%JE@)K Q’fe}’é{

Yang artinya :

“Wahai Manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
setan, Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Bagarah :
168).

Pada dasarnya semua yang diciptakan Allah di dunia boleh untuk
dimanfaatkan dan dikonsumsi selama tidak ada dalil atau hadits yang

menjadikannya haram. Produk atau makanan dinyatakan halal apabila

32Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013), 110.
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sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa
indikator yang menjadi syarat suatu produk dikatakan halal, yakni: halal
wujudnya (zatnya), halal cara mendapatkannya dan halal dalam
memprosesnya, halal dalam  penyimpanannya, halal dalam
pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya.®

Produk halal juga berkaitan dengan makanan halal. Secara esensial
makanan halal adalah makanan yang baik dan diperbolehkan untuk
dikonsumsi menurut ajaran Islam, sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an
dan Al-Hadits. Makanan yang baik adalah semua jenis makanan yang
bermanfaat bagi kesehatan tubuh, merangsang nafsu makan, dan tidak
dilarang secara eksplisit dalam Al-Quran atau Hadits. Namun, pada
beberapa hal lainnya diperlukan penjelasan yang lebih rinci yang didasarkan
pada kesepakatan umat Islam (ijma’) dan analogi (giyas/ijtihad) terhadap
ajaran yang bersifat umum yang perlu diungkapkan oleh para ulama agar
tidak menimbulkan keraguan hukum yang ambigu.3*

3. Sertifikasi Halal

Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan
suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis

yang dikeluarkan oleh MUI.®

3Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal

34 Charity, May Lim. "Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee
in Indonesia)." Jurnal Legislasi Indonesia 14.01 (2017): 99-108.

%Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal
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Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk mendapatkan
sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk
membuktikan kehalalan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam dan
memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, sertifikat halal termasuk
salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan mengedarkan
produk yang dimiliki. Tujuan dari adanya sertifikasi halal yakni sebagai
jaminan suatu produk tersebut aman dikonsumsi sehingga memberikan
ketenangan batin bagi konsumen.3®

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan
sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH). Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis
Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) selanjutnya bertugas sebagai Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH.

Sertifikat halal tidak sama dengan label halal, tetap dua hal tersebut
saling berkaitan. Hal tersebut karena setelah sebuah produk dinyatakan halal
maka pencantuman label halal bagi pemilik sertifikat halal itu bersifat wajib.
Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Label halal ini bertujuan
untuk menjadi pembeda antara produk mana yang halal dan mana yang tidak
halal. Selain itu, label halal juga menjadi sebuah jaminan produk tersebut

halal serta aman dari satu atau berbagai unsur yang tidak halal.%’

3% Harahap, Rabiah. "Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal." De Lega Lata:
Jurnal llmu Hukum 3.1 (2018): 109-118.

$"Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan,
dan Implementasi, Journal of Halal Product and Research, Volume 2, Nomor 2, (Desember
2019), 71 http://dx.doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78
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Proses sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang
dilakukan oleh auditor yang memiliki keahlian di bidangnya. Auditor
tersebut akan mengevaluasi apakah produk memenuhi syarat-syarat halal.
Jika persyaratan halal terpenuhi, produsen dapat memperoleh sertifikat halal
untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian menjadi dasar bagi produsen
untuk mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan
produk. Label halal tersebut menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk
memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produk.
Fungsinya adalah menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut
telah terverifikasi sebagai produk halal.

Adapun alur atau proses sertifikasi halal melibatkan 3 (tiga) pihak
yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH mengoperasionalkan jaminan produk
halal. LPH melakukan pemeriksaan dokumen dokumen, penjadwalan audit,
pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan nota audit,
penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI
melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit
dan penerbitan Ketetapan Halal MUI. Tahapan proses sertifikasi halal lebih

jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:®

38Fuji Pratiwi, “UMKM Mau Sertifikasi Halal, Ini Alurnya Daftarnya,” Republika,
09 Maret 2023, diakses 01 Mei 2023, https://sharia.republika.co.id/berita/rr8z03457/umkm-
mau-sertifikasi-halal-ini-alur-daftarnya
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4. Aturan Kewajiban Sertifikasi Halal

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal
Ketentuan tentang produk halal dan sertifikasi halal telah diatur
sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang sebagian ketentuannya
telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal
yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki
sertifikat halal bagi produk olahannya. Dengan adanya UU JPH ini,

sertifikasi halal yang mulanya bersifat sukarela (voluntary) bagi para

N
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pelaku usaha, Kkini berubah statusnya menjadi bersifat wajib
(mandatory).%

Pada pokoknya, UU JPH terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu: 1.
Ketentuan umum; 2. Penyelenggaraan jaminan produk halal; 3. Bahan
dan proses produk halal; 4. Pelaku usaha; 5. Tata cara memperoleh
sertifikat halal; 6. Kerja sama internasional; 7. Pengawasan; 8. Peran
serta masyarakat; dan 9. Ketentuan pidana. *°

Pada Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa “Produk yang masuk,
beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat
Halal”. Disebutkan juga dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bahwa “Untuk pelaku
Usaha Mikro, dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku UMK”.
Kemudian dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 disebutkan bahwa “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk
yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan”.

Kewajiban sertifikasi halal tidak lepas juga kaitannya dengan
produk halal. Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk yang

%Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan,
dan Implementasi, Journal of Halal Product and Research, 74
http://dx.doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78

40Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal
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telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya pada
Angka 3 disebutkan mengenai Proses Produk Halal yang disingkat
PPH, adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk
mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.*

Sertifikasi halal memberikan keuntungan signifikan bagi kedua
belah pihak, baik konsumen maupun produsen. Bagi konsumen,
keberadaan sertifikasi halal memberikan jaminan terhadap empat aspek
penting, yaitu:

1. Memastikan bahwa konsumsi sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menjamin kualitas produk.
3. Menjamin keamanan produk, terutama dari segi kesehatan.
4. Menjamin perlakuan yang baik terhadap hewan sembelihan dan
praktik perdagangan yang adil.

Sementara itu, bagi produsen, sertifikasi halal memberikan keuntungan
dengan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produknya. Hal ini
membuat produk lebih diterima oleh konsumen dan membantu
produsen untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas.

b. Kajian Hukum Islam

Menurut Figih Muamalah penetapan sertifikasi halal merupakan
hasil /jma’ atau hasil kesepakatan para ulama yang bersepakat bahwa

setiap pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan

4lUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal
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aturan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sertifikasi halal digiyaskan hukumnya
pada perintah Allah SWT mengenai “makanlah yang halal bagimu”
sehingga ditetapkan sebagai kewajiban melakukan sertifikasi halal.*?

Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, urgensi kewajiban
sertifikasi halal sangat melindungi konsumen muslim atas jaminan
produk halal. Setiap produk yang belum atau tidak melakukan
sertifikasi halal maka dapat dikategorikan sebagai produk yang syubhat
terkait status halal dan haramnya. Keadaan syubhat tersebut juga akan
mempengaruhi status akad pada transaksi muamalah yang dilakukan.*

Kewajiban sertifikasi halal dapat dikategorikan sebagai maslahah
daruriyyah karena berkaitan dengan kemaslahatan yang keberadaannya
sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, terutama bagi konsumen
muslim.

Maslahah Daruriyyah adalah suatu kemaslahatan yang mana
kehidupan manusia bergantung padanya baik secara keagamaan
maupun keduniaan. Hal ini sebagai kebutuhan dalam rangka memenubhi
kemaslahatan yaitu menjaga serta memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Jika dasar syariat ini tidak diterapkan dan
ditegakkan maka kemaslahatan dunia dan akhirat tersebut akan hilang

dan tidak akan terwujud. Bahkan dapat berujung pada kerusakan dan

“Hasan, KN Sofyan. "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk
pangan.” Jurnal Dinamika Hukum 14.2 (2014): 227-238.

43Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." ADIL: Jurnal Hukum 7.2
(2016): 159-174.
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kerugian.** Adapun tujuan Islam mewajibkan sertifikasi halal pada
suatu produk atau makanan adalah semata-mata demi kemaslahatan

umat manusia, khususnya yang beragama Islam.

44Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia
(Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah), (Yayasan PeNa, Banda Aceh, 2006), 24.
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BAB IlI
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian
yuridis empiris (empirical legal research). Penelitian yuridis empiris adalah
penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum
individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data
yang digunakan berasal dari data primer.*® Penelitian ini dilakukan dengan cara
mengkaji dan menganalisis terkait implementasi aturan kewajiban sertifikasi
halal pada produk UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau, Kalimantan Selatan.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian dengan cara mengamati
manusia dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka. Oleh
karenanya, teknik observasi yang dilakukan biasanya bersifat partisipasi dan
wawancara mendalam.*® Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik khusus
yaitu data yang dikumpulkan hingga disajikan dengan deskriptif, yaitu lebih
menggunakan penjabaran kata-kata dari pada angka.*’ Pada penelitian ini
dilakukan wawancara dengan para informan untuk mendapatkan pemahaman

mengenai bagaimana implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal pada

43alim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis dan Disertasi (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013), 21.

“Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)
(Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), 11.

4’Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajagrafindo, 2014),
14,
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UMKM kedai kopi di Kota Rantau, Kalimantan Selatan, apakah sudah berjalan
secara efektif atau belum.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini berfokus utama di wilayah Kota Rantau,

Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Yota Cafe yang berlokasi di Jalan MTQ No0.87, Rangda Malingkung, Kec.
Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

2. Ruai Rindu Kopi yang berlokasi di Jalan Brigjen H Hasan Basri, Km. 1,
Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten Tapin,
Kalimantan Selatan.

3. Kalamari Koffie yang berlokasi di Jalan MTQ No.11, RT.05/RW.01,
Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten Tapin,
Kalimantan Selatan.

4. Naya Cafe yang berlokasi di Jalan A. Yani No.6, Kupang, Kec. Tapin
Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

5. Kedai Tempo Doeloe yang berlokasi di Jalan A. Yani, Banua Padang Hilir,
Kec. Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

6. Orion Lounge yang berlokasi di Jalan A. Yani No.8, Kupang, Kec. Tapin
Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

D. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian normatif ini, data yang dapat digunakan adalah data

primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang langsung
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didapatkan dari lapangan.*® Data primer didapatkan dari wawancara dengan
enam owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau.

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah
tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum.
Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan
data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, yaitu hukum
positif di Indonesia (undang-undang, peraturan pemerintah) seperti Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang
sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, dan bahan Hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadis,
Figih Muamalah). Adapun bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat
sebagai pendukung dalam penelitian dan selaras dengan bahan hukum primer,
misalnya bahan hukum dari beberapa buku, kitab tafsir, jurnal, skripsi, thesis,
disertasi atau dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum
yang dikaji. Adapun bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat
penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.*®
. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang
sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian.

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengambil data

48Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2014), 225.

49Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, Pedoman
Penulisan Skripsi Tahun 2019, 20.

35



kualitatif dalam penelitian ini di antaranya dengan melakukan observasi
(pengamatan dan pencatatan langsung), interview (wawancara), studi
kepustakaan (studi literatur) dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan
mencakup 6 (enam) lingkungan sosial dan kinerja UMKM kedai kopi yang ada
di Kota Rantau, yakni Yota Café, Ruai Rindu Kopi, Kalamari Koffie, Naya
Cafe, Kedai Tempo Doeloe, dan Orion Lounge. Selain melakukan observasi,
dilakukan pula wawancara dengan keenam owner UMKM kedai kopi tersebut
terkait kewajiban sertifikasi halal. Setelahnya, pengambilan dokumentasi
sebagai bukti telah dilakukan semua rangkaian pengumpulan data penelitian

skripsi ini.

. Metode Pengolahan Data
Pada tahap pengolahan data biasanya memuat tentang prosedur
pengolahan dan analisis bahan hukum. Metode pengolahan bahan hukum
merupakan proses yang penting dalam penelitian dan harus sesuai dengan
pendekatan yang telah digunakan. Adapun tahapan yang biasa dilakukan dalam

pengolahan data meliputi:

1. Pemeriksaan bahan hukum (editing)

Pemeriksaan bahan hukum (editing) adalah seleksi atau pemeriksaan
ulang terhadap sumber data yang terkumpul. Setelah sumber data
terkumpul maka dilakukan pemeriksaan terutama dari kelengkapan
jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan

relevansinya dengan data yang lain dan pembahasan terkait.>

%0Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metodologi Penelitian (Jakarta:PT. Bumi
Aksara, 2005), 85.
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2. Kilasifikasi (classifying)
Classifying adalah proses pengelompokan semua bahan hukum yang
telah diperoleh dengan mengklasifikasikannya menjadi beberapa
kategori sesuai fokus permasalahan, baik yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan subjek penelitian, maupun hasil pengamatan dan
pencatatan langsung di lapangan (hasil observasi).>*

3. Verifikasi (verifying)
Verifying adalah proses pemeriksaan data dan informasi yang telah
didapat dari fakta yang ada di lapangan agar validasi data dapat diakui
dan digunakan dalam penelitian.>

4. Analisis (analyzing)
Analyzing adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan
kupasan.> Tahapan ini adalah tahap analisa data-data yang diperoleh
yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti dengan
menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan.

5. Pembuatan kesimpulan (concluding)
Concluding adalah tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data suatu
penelitian. Peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitiannya
secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan

masalah dalam penelitian yang dilakukan. Kesimpulan inilah yang

S1Zainal Asikin Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers, 2006), 168.

%2Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi
(Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

%3Hendro Darmawan, dkk, Kamus Ilmiah Populer Lengkap (Yogyakarta: Bintang
Cemerlang, 2013), 737.
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nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian yang

diteliti.>*

%4Heri Jauhari, Pedoman Penulisan Karya IImiah (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 42.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Penelitian
1. Gambaran Umum Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan

Rantau adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan
Selatan. Kota ini merupakan ibu kota Kabupaten Tapin yang juga berfungsi
sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi dari kabupaten tersebut meskipun
pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Tapin Utara. Terletak di tepi
Sungai Tapin, Rantau berjarak 113 km di sebelah utara Kota Banjarmasin
ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun tidak secara resmi diakui
dalam catatan administrasi sebagai kecamatan atau kotamadya, Rantau
digunakan sebagai identitas untuk nama ibu kota Kabupaten Tapin. Dari
segi administratif, Rantau terletak di wilayah Kecamatan Tapin Utara
dengan luas 41,36 km2, mencakup 57,85% dari total luas kecamatan Tapin
Utara. Motto Kota Rantau adalah "Rantau Kota Bastari; Bersih, Apik, Sehat,
Tertib, Aman, Rukun, Iman."

Sejarah mencatat bahwa sebelumnya, Rantau merupakan bagian dari
Kesultanan Banjar yang dihapuskan pada tahun 1860. Kota Rantau
kemudian dimasukkan ke dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur
Borneo. Antara tahun 1950-1960, wilayah Tapin dibentuk sebagai
Kewedanan dengan Kota Rantau sebagai ibukotanya. Pada saat itu, Tapin
masih menjadi bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seiring
berjalannya waktu, masyarakat mengajukan permintaan agar status daerah

Kewedanan Tapin ditingkatkan menjadi kabupaten. Setelah melalui proses
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yang panjang, termasuk penolakan dan musyawarah masyarakat,
Kewedanan Tapin akhirnya dinaikkan statusnya menjadi Kabupaten Tapin
dengan ibu kota di Kota Rantau pada tanggal 30 November 1965. Di
wilayah pusat pemerintahan dan perdagangan Kabupaten Tapin, terdapat
empat kelurahan yang memainkan peran penting yaitu:
1. Kupang
2. Rangda Malingkung
3. Rantau Kanan
4. Rantau Kiwa
. Gambaran Umum UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi
Kalimantan Selatan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kedai kopi di Kota
Rantau Provinsi Kalimantan Selatan akhir-akhir ini  mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Terdapat beberapa UMKM kedai kopi di
Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan. Pada penelitian ini kedai kopi
yang menjadi obyek penelitian terdiri dari enam kedai Kopi diantaranya
sebagai berikut:

1. Yota Cafe yang berlokasi diJalan MTQ No.87, Rangda
Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten Tapin,
Kalimantan Selatan.

2. Ruai Rindu Kopi yang berlokasi di Jalan Brigjen H. Hasan Bastri
Km. 1, Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten

Tapin, Kalimantan Selatan
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B.

3. Kalamari Koffie yang berlokasi di J MTQ No.11, RT.05/RW.01,
Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten Tapin,
Kalimantan Selatan.

4. Naya Cafe yang berlokasi di Jalan A. Yani No.6, Kupang, Kec.
Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

5. Kedai Tempo Doeloe yang berlokasi di Jalan A. Yani, Banua
Padang Hilir, Kec. Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

6. Orion Lounge yang berlokasi di Jalan A. Yani No.8, Kupang, Kec.
Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Implementasi Aturan Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM Kedai Kopi di
Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan Perspektif Teori Sistem
Hukum

Kehalalan suatu produk merupakan hal yang sangat penting. Guna
memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen terkait
keamanan produk halal yang dikonsumsi, peraturan perundang-undangan di
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal mewajibkan pencantuman sertifikat halal dalam suatu produk
yang diperdagangkan di wilayah Indonesia.>® Undang-Undang Jaminan Produk
Halal ini menjadi cakupan yang lebih luas lagi berkaitan dengan produk halal
yang semula hanya menyasar pada produk pangan dan kosmetik menjadi

seluruh produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.>® Pasal 67 ayat

5Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk
Makanan Halal Di Indonesia.” Jurnal Rasi 2.1 (2020): 18-28.

6 Afifatul Munawiroh, Rethinking Halal: Telaah Konsep Dan Pengaturan Halal Di
IndoneSIA. Diss. UIN Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2022.
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(1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa kewajiban
bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia sebagaimana dimaksud berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan. Artinya, produk yang belum memiliki
sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberikan
kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024.%7

Kewajiban sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan di
Indonesia diatur melalui Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang
menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib bersertifikat halal. Implikasi Pasal tersebut mengharuskan
seluruh produk layaknya makanan dan minuman yang diperdagangkan
memiliki sertifikat halal. Oleh sebab itu bagi para produsen yang produknya
akan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal yang dapat
diperoleh melalui sertifikasi halal.

Pada dasarnya sertifikasi halal merupakan kegiatan pengujian secara
sistematik untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi telah
memenuhi ketentuan halal. Apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi
ketentuan sebagai produk halal maka akan diterbitkan sertifikat halal.®>® Tujuan
akhir dari sertifikasi halal ini yaitu untuk menerima pengakuan secara legal

formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Selain

S"Faika, Sitti Nur, and Musyfika Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqasid al-SyarT’ah." Shautuna:
Jurnal limiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum (2021).

8panji Adam Agus, "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional
sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan
Keuangan Syariah 1.1 (2017): 149-165.

42



itu sertifikasi halal ini juga memberikan perlindungan dan kepastian bagi
konsumen muslim.®® Sertifikasi halal ini menjadi hal wajib yang harus
dilakukan oleh produsen yang akan memperdagangkan produknya di Indonesia
sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan
menjadi pihak yang turut serta melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Hal
ini mengingat produk dari kedai kopi miliknya diperdagangkan di wilayah
Indonesia sehingga harus melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 4
Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Wawancara yang dilakukan penulis
dengan enam Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan
Selatan sebagai berikut:
1. Wawancara dengan Owner Yota Cafe

“’Makanan dan minuman yang dijual di kafe ini sudah pasti halal. Namun
terkait sertifikasi halal di Cafe belum kami urus. Sebenarnya sudah ada
keinginan untuk mengurus sertifikasi halal itu. Dengar-dengar kan ada
undang-undang yang mengharuskan produk yang dijual itu harus halal.
Tapi ya masih banyak kendala. Kami kurang paham bagaimana alur untuk
mengurusnya. Jadi bisa dibilang niat hati sangat ingin mengurus sertifikasi
halal karena itu kan sangat penting ya. Tapi kembali lagi masih bingung
bagaimana mekanismenya. Harus kemana dan apa saja Syarat-
syaratnya.””%

2. Wawancara dengan Owner Ruai Rindu Kopi

“Untuk semua yang ada di Ruai Rindu 100% halal karena bahan yang
digunakan juga halal. Tapi kalau untuk sertifikasi halal belum ada.
Rencanana kedepannya pasti akan mengurus sertifikasi halal. Biar
konsumen juga semakin yakin. Tapi untuk saat ini belum karena kami
sebenarnya ini bingung mbak. Harus urus ke Dinas, atau ke lembaga

59Syafrida,. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." ADIL: Jurnal Hukum 7.2
(2016): 159-174.

60 Wawancara, Owner Yota Café, 10 Agustus 2023.
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tertentu, atau seperti apa. Jadi kami sangat membutuhkan pendampingan.
Kalau ada pendampingan dari daerah saya yakin mayoritas UMKM ini
semangat semua urus sertifikasi halal.”*®!

Wawancara dengan Owner Kalamari Koffie

’Sertifikasi halal untuk Kalamari Koffie ini belum. Tapi semua produknya
sudah pasti halal. Saya pribadi ingin sekali segera mengurus sertifikasi
halal ini. Rencananya dalam jarak dekat nanti akan mengurus cuma masih
tanya-tanya ke sesama UMKM bagaimana prosedurnya dan ribet
tidaknya.’”2

Wawancara dengan Owner Naya Cafe

"Untuk produk yang kami jual sih pastinya halal, ya. Cuma kalau untuk
sertifikasi halalnya belum ada. Mau ngurus juga bingung harus bagaimana.
Tapi konsumen juga udah pada tau kalau makanan dan minuman di Naya
Cafe sudah pasti halal jadi mereka tidak ada yang menanyakan apa ada
sertifikat halalnya atau belum.”%3

Wawancara dengan Owner Kedai Tempo Doeloe

"Sepertinya semua kafe yang ada di Kota Rantau belum ada sertifikasi
halalnya deh ya. Soalnya saya baru ini juga dengar kalau ada kewajiban
sertifikasi halal. Tapi untuk produk olahan yang kami jual insyaAllah halal
semua. Misalkan nanti ada pendaftaran sertifikasi halal massal dan gratis
kami juga mau ikut.”%*

Wawancara dengan Owner Orion Lounge

“Kalau untuk sertifikasi halal kami belum punya dan belum ngurus juga,
tapi kami bisa menjamin makanan dan minuman disini halal. Keinginan
mengurus sih ada ya cuma belum ada waktu luangnya dan masih bingung
juga harus kemana dan bagaimana mekanisme ngurusnya."®

61 Wawancara Owner Ruai Rindu Kopi, 11 Agustus 2023.
62 Wawancara, Owner Kalamari Koffie, 12 Agustus 2023.
3Wawancara, Owner Naya Cafe, 18 Juni 2024.
S4\Wawancara, Owner Kedai Tempo Doeloe, 18 Juni 2024.
5\Wawancara, Owner Orion Lounge, 18 Juni 2024.
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan enam Owner
UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan
hasil bahwa keenam kedai kopi ini belum mengimplementasikan kewajiban
sertifikasi halal.

Lebih lanjut penulis mengulik informasi kepada enam Owner UMKM
Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan terkait sosialisasi
maupun peran pemerintah setempat terhadap sertifikasi halal. Enam informan
tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Owner Yota Cafe

“’Setau saya sosialisasi dari pemerintah belum ada. Misalnya ini, kami
dikumpulkan dalam satu pertemuan para UMKM kedai kopi untuk
mengurus sertifikasi halal. Itu belum ada sampai saat ini. Bahkan untuk
sosialisasi pentingnya sertifikasi halal itu apa dan bagaimana bagi UMKM
kedai kopi ini setau saya ya belum ada. Kurang paham lagi kalau untuk
UMKM bidang lain. Jadi kalau ditanya mekanisme urus sertifikasi halal
kami jelas tidak mengerti. Berbeda halnya kalau pihak Café memang

inisiatif mengurus sendiri lo ya.””%

2. Wawancara dengan Owner Ruai Rindu Kopi

“’Selama Ruai Rindu Kopi ini berdiri saya belum pernah tahu pelatihan
khusus sertifikasi halal gitu-gitu mbak. Kalau pelatihan ya biasanya
pelatihan dari teman-teman UMKM sendiri tapi itupun belum ada yang
berhubungan dengan sertifikasi halal. Waktu itu sempat ada info dengar-
dengar sih katanya mau ada program sertifikasi halal gratis dari
pemerintah daerah. Cuma untuk kejelasannya dan valid tidaknya saya
kurang paham.”®’

3. Wawancara dengan Owner Kalamari Koffie

“’Sosialisasi dari pemerintah untuk para pemilik kedai kopi setau saya
nggak ada yang sertifikasi halal itu. Pernah 2022 itu ada sosialisasi tapi
untuk marketing dll. Kalau khusus sertifikasi halal sepertinya belum ada.

6\Wawancara, Owner Yota Café, 10 Agustus 2023.
6"Wawancara Owner Ruai Rindu Kopi, 11 Agustus 2023.
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Makanya sertifikasi halal ini ya awam untuk kami. Seharusnya ada

sosialisasi jadi kami tahu bagaimana cara urusnya.”’%®

4. Wawancara dengan Owner Naya Cafe

"Untuk sosialisasi sendiri sepertinya belum ada ya yang khusus untuk
pelaku usaha kedai kopi soalnya belum ada dengar juga dari kafe-kafe lain.
Harapannya sih ke depannya bakal ada sosialisasi sertifikasi halal
khususnya di daerah kabupaten Tapin jadi biar kami paham mau
ngurusnya gimana."®

5. Wawancara dengan Owner Kedai Tempo Doeloe

"Sampai saat ini kami belum ada tau atau dengar info tentang sosialisasi
sertifikasi halal sih. Belum tau juga kalau ternyata diwajibkan, selama ini
aman-aman saja. Pernah sekali dikunjungi pihak pemda gitu untuk tanya-
tanya masalah seritifikasi halal apa sudah ada atau belum, tapi cuma
sebatas itu aja belum ada perkembangan selanjutnya untuk apa atau
bagaimana.”’

6. Wawancara dengan Owner Orion Lounge

"Kalau dari pemerintah daerah sendiri belum ada sosialisasi ke kami-kami
terkait kewajiban sertifikasi halal. Kami juga belum paham bagaimana
cara mengurusnya. Semisal ada sosialisasinya kan enak ya, bisa jadi
paham dan ngerti kalau mau ngurus sertifikasi halal ini harus
bagaimana.”’*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa belum
terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Rantau
berkaitan dengan sertifikasi halal yang dikhususkan bagi para UMKM Kedai
Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan.

Penulis juga menanyakan lebih lanjut terkait tidak adanya sertifikasi

halal pada enam Kedai Kopi tersebut dengan dampaknya dengan pembelian

8\Wawancara, Owner Kalamari Koffie, 12 Agustus 2023.
89Wawancara, Owner Naya Cafe, 18 Juni 2024.
OWawancara, Owner Kedai Tempo Doeloe, 18 Juni 2024.
"Wawancara, Owner Orion Lounge, 18 Juni 2024.
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konsumen. Dalam hal ini penulis mengulik lebih lanjut apakah tidak adanya
sertifikasi halal tersebut berdampak dengan penurunan maupun kenaikan
pembelian konsumen atas produk keenam kedai kopi tersebut. Enam informan
menyatakan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Owner Yota Cafe

“Dampaknya sih tidak ada ya. Penjualan juga tetap aman-aman saja.
Sejauh ini konsumen kami yakin kalau produk yang kami jual sudah jelas
halal. Kami juga sebisa mungkin menjaga kepercayaan konsumen itu.
Ditamnbah lagi bagi umat Muslim kan memang sudah kewajiban untuk
mengkonsumsi maupun produksi produk halal sekalipun kami belum
terdapat sertifikasi halal.”* "2

2. Wawancara dengan Owner Ruai Rindu Kopi

“’Kalau ditanya terkait dampak sepertinya tidak berdampak. Soalnya dari
awal Ruai Rindu Kopi ini berdiri kami selalu menggunakan bahan halal
dan memproduksi produk halal. Menurut saya pribadi untuk konsumen
sepertinya sudah yakin kalau barang yang dikonsumsi jelas halal. Selama
ini juga tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari konsumen yang datang
terkait kehalalan produk kami.””"®

3. Wawancara dengan Owner Kalamari Koffie

“’Penjualan tetap stabil. Jadi menurut saya tidak adanya sertifikasi halal ini
tidak berdampak ke penjualan. Konsumen kami juga tetap seperti biasa.
Toh produk kami juga tidak ada yang mengandung yang dilarang seperti
babi, alkohol, dan lainnya. Jadi saya rasa itu yang menjadikan konsumen
tetap yakin halal meskipun tempat kami belum ada sertifikasi halalnya.”*’*

4. Wawancara dengan Owner Naya Cafe

“Sejauh ini tidak ada dampaknya, ya. Konsumen percaya dan yakin bahwa
makanan dan minuman di tempat kami halal, dan memang adanya seperti

"2Wawancara, Owner Yota Café, 10 Agustus 2023.
SWawancara Owner Ruai Rindu Kopi, 11 Agustus 2023.
"\Wawancara, Owner Kalamari Koffie, 12 Agustus 2023.
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itu. Kami pastinya menggunakan bahan-bahan yang halal. Alhamdulillah,
penjualan tetap stabil terlepas dari ada tidaknya sertifikat halal.""

5. Wawancara dengan Owner Kedai Tempo Doeloe

"Alhamdulillah penjualan tidak berdampak dan tetap stabil. Karena dari
menu yang dijualpun, baik minuman dan makanan, kami selalu transparasi
untuk bahannya apa saja. Memang tidak ada yang mengandung bahan
yang dilarang atau haram. Jadi konsumen tidak pernah kepo dan percaya
kalau produk kami halal. InsyaAllah kami amanah.”"

6. Wawancara dengan Owner Orion Lounge

"Sampai saat ini masih aman-aman saja, penjualan juga sepertinya tidak
berdampak. Meskipun belum tersertifikasi halal tapi produk yang kami
jual bisa dijamin kehalalannya. Untuk konsumen juga yakin halal, bisa
saya nilai dari mereka datang, beli, dan makan minum, tidak pernah ada
pertanyaan seputar apakah tempat dan produk kami sudah tersertifikasi
halal atau belum. Jadi, menurut saya sepertinya tidak berdampak pada
penjualan kami.”’’

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tidak
adanya sertifikasi halal pada enam UMKM Kedai Kopi tersebut tidak
berdampak pada penjualan. Hal ini dikarenakan mayoritas konsumen sudah
meyakini bahwa produk yang dijual oleh keenam UMKM Kedai Kopi tersebut
merupakan produk yang halal.

Lebih lanjut penulis mengulik pemahaman enam Owner UMKM Kedai
Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan terkait aturan hukum
kewajiban sertifikasi halal. Keenam informan tersebut menyatakan sebagai

berikut:

“Wawancara, Owner Naya Cafe, 18 Juni 2024.
"8\Wawancara, Owner Kedai Tempo Doeloe, 18 Juni 2024.
""\Wawancara, Owner Orion Lounge, 18 Juni 2024.
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. Wawancara dengan Owner Yota Cafe

“Untuk aturannya sih saya kurang paham mbak. Maklum orang awam.
Saya juga baru tahu dari mbaknya kalau ada undang-undang yang
mewajibkan sertifikasi halal. Kalau gitu ya harapan saya satu-satunya
kepada pemerintah daerah untuk membimbing kami urus sertifikasi halal

ini.”’"®

. Wawancara dengan Owner Ruai Rindu Kopi

“’Saya taunya 2024 nanti wajib ada sertifikasi halal sebatas itu saja. Kalau
untuk detailnya nggak begitu paham juga. Apalagi undang-undangnya.
Kalau misalkan memang wajib ya harapan saya semoga bisa dibantu dan
dipermudah untuk urus sertifikasi halal ini.””"®

. Wawancara dengan Owner Kalamari Koffie

“’Tidak tau saya kalau ada undang-undangnya. Kalau sudah ada undang-
undang kan mau tidak mau harus dilaksanakan ya. Jadi, nantinya bisa
didiskusikan ke sesama teman-teman UMKM Kkedai kopi untuk
pengurusan sertifikat halal karena saya rasa kalau aturan hukumnya
demikian ya harus ditaati.”*8

. Wawancara dengan Owner Naya Cafe

"Untuk aturannya saya tidak tau ya, mbak. Maklum bukan orang yang
melek hukum banget. Baru tau ada aturannya juga barusan dari mbak.
Harapan saya semoga kedepannya ada inisiatif dari pemerintah agar orang-
orang seperti saya yang kurang paham hukum ini bisa minimal ngerti
gimana ngurus sertifikasi halalnya, khususnya untuk pelaku UMKM Kedai
Kopi.”8!

. Wawancara dengan Owner Kedai Tempo Doeloe

"Wah, saya saja baru tau kalau ada kewajibannya untuk sertifikasi halal
ini. Kemarin-kemarin tidak kepikiran juga soalnya sudah yakin halal dan
konsumen juga yakin, jadi tidak tau lagi kalau ternyata diwajibkan dan ada
undang-undangnya. Kepengen sih ya buat ngurus biar tambah yakin dan
bisa jadi jaminan halal juga. Semoga dari pemda ada sosialisasinya

B\Wawancara, Owner Yota Café, 10 Agustus 2023.
®Wawancara Owner Ruai Rindu Kopi, 11 Agustus 2023.
80wawancara, Owner Kalamari Koffie, 12 Agustus 2023.
8lWwawancara, Owner Naya Cafe, 18 Juni 2024.
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terkhusus untuk UMKM kedai kopi, biar lebih ngerti lagi harus bagaimana
cara daftar dan kemana ngurusnya.”®?

6. Wawancara dengan Owner Orion Lounge

"Saya pribadi pernah lihat beritanya kalau akan ada daftar sertifikasi halal
gratis, sebatas itu saja. Saya tidak tau ditujukan untuk siapa dan bagaimana
detail kelanjutannya. Untuk aturannya juga hanya sebatas tau ada undang-
undangnya tapi tidak tau isinya bahas tentang apa serta bagaimana
aturannya. Yang baru saja saya tau kalau ternyata sertifikasi halal itu
diwajibkan untuk produk yang diperdagangkan di Indonesia. Jadi,
harapannya semoga ada aksi jelas dari pemerintah setempat atau lembaga
yang bersangkutan yang ngurus masalah kewajiban sertifikasi halal ini,
minimal sosialisasi lah ya, karena hasilnya pasti beda dengan yang kita
inisiatif nyari infonya sendiri-sendiri.”®3

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa keenam
informan selaku Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi
Kalimantan Selatan belum mengetahui lebih lanjut terkait adanya kewajiban
sertifikasi halal sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Namun mereka tetap menyadari tentang penting sertifikasi halal.
Meskipun ada tidaknya sertifikasi halal tidak berdampak signifikan terhadap
penjualan produk di kedai kopi mereka, tetapi sertifikasi halal tetap penting
sebagai jaminan atau kepastian akan kehalalan produk yang mereka jual.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan tersebut, peneliti
akan menganalisa lebih lanjut implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal
UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan

menggunakan teori sistem hukum.

82Wawancara, Owner Kedai Tempo Doeloe, 18 Juni 2024.
8Wawancara, Owner Orion Lounge, 18 Juni 2024.

50



Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektif atau berhasil
tidaknya suatu hukum tergantung pada tiga sistem hukum yakni struktur
hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya
hukum (legal culture).2* Melalui tiga sistem hukum ini nantinya akan nampak
apakah suatu pelaksanaan dan penerapan hukum dapat dinyatakan efektif.®
Apabila diibaratkan, struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa
yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah
apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan
mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Tiga sistem hukum dijabarkan lebih lanjut dan digunakan untuk
mengetahui apakah aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM Kedai Kopi di
Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan sudah terimplementasikan dengan
efektif atau belum, yakni sebagai berikut:

1. Struktur hukum (legal structure)

Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh suatu
sistem hukum dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung
bekerjanya sistem hukum tersebut.®® Struktural hukum ini yang nantinya
akan mentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.%’

Berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal, struktur hukum yang terlibat

8L awrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari
American Law An Introduction, 2nd Edition, 6-8.

8 Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." Al-Razi: Jurnal Iimu Pengetahuan dan
Kemasyarakatan 18.2 (2018): 1-16.

% awrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari
American Law An Introduction, 2nd Edition, 6-8.

87 Sudjana, S. "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap
Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2000." Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah) 2.2 (2019): 78-94.
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diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Terkhusus daerah Kota Rantau Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan
Selatan, maka struktur hukum berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal
dimiliki oleh lembaga MUI Kabupaten Tapin, Kementerian Agama
Kabupaten Tapin yang menaungi BPJPH, dan LPH daerah setempat yang
telah menerima sertifikat akreditasi, yakni LPH Balai Standarisasi dan
Pelayanan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian Banjarmasin.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Owner
UMKM Kedai Kopi Yota Cafe, Ruai Rindu Kopi, Kalamari Koffie, Naya
Cafe, Kedai Tempo Doeloe, dan Orion Lounge didapatkan hasil bahwa
belum terdapat sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi para
UMKM Kedai Kopi. Hal inilah yang turut menjadi penyebab para Owner
UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau belum memahami terkait kewajiban
sertifikasi halal dan kebingungan terhadap mekanisme pengurusan
sertifikasi halal.

Pada dasarnya struktur hukum akan menentukan bisa atau tidaknya
hukum itu dilaksanakan dengan baik.28 Dalam hal ini MUI, BPJPH, dan
LPH yuridiksi daerah setempat menjadi pihak yang menentukan berjalan
tidaknya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM Kedai Kopi di Kota
Rantau dengan baik. Tidak adanya sosialisasi dan peran lebih lanjut dari

MUI, BPJPH, dan LPH yuridiksi daerah setempat kepada para UMKM

8 Sudjana, S. "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap
Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2000." Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah) 2.2 (2019): 78-94.
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Kedai Kopi Kota Rantau menunjukkan bahwa struktur hukum ini belum
berjalan dengan baik. Akibatnya, kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM
Kedai Kopi di Kota Rantau belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini
dibuktikan dengan tidak adanya sertifikasi halal dari enam kedai kopi yang
diwawancara penulis.

2. Substansi hukum (legal substance)

Substansi hukum berarti produk yang dihasilkan oleh pihak yang
berwenang yang mencakup aturan maupun keputusan. Substansi hukum
dapat berupa undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan
yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.%
Substansi hukum berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal ini terdapat
pada beberapa regulasi berkaitan dengan sertifikasi halal di Indonesia
diantaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Secara substansi dapat dilihat bahwa aturan terkait kewajiban
sertifikasi halal bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia telah
tertera dengan eksplisit dan jelas. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Halal dan regulasi hukum lainnya. Oleh

89Kusnadi, Moh. "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di
Indonesia.” Islamika 1.2 (2019): 116-132.
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sebab itu dapat dipahami bahwa secara struktur hukum berkaitan dengan
kewajiban sertifikasi halal telah memenuhi dan berjalan dengan baik.

Berbeda halnya dengan substansi hukum yang telah mengatur secara
jelas dan tegas berkaitan dengan sertifikasi halal, fakta di lapangan
menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkhusus Owner UMKM
Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah.
Hal ini sebagaimana hasil yang didapatkan penulis bahwa enam Owner
UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau yang diwawancara penulis belum
mengetahui adanya regulasi kewajiban sertifikasi halal. Oleh sebab itu
dapat disimpulkan bahwa secara substansi hukum sudah mengatur jelas
dan eksplisit berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal. Namun
pemahaman masyarakat terkait substansi hukum tersebut masih rendah.

3. Budaya hukum (legal culture)

Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang
mempengaruhi bekerjanya hukum (kultur hukum). Kultur hukum inilah
yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan
hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat luas.*® Dengan kata lain
budaya hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya

hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai

%L awrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif 1lmu Sosial, Terjemahan dari The
Legal System: A Social Science Perspective, Alih Bahasa: M. Khozim (Bandung: Nusa Media,
2019), 5-6.
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hukum selama ini.*! Secara sederhana, tingkat kepatuhan yang merupakan
budaya masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator
berfungsinya hukum.®

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, dapat
diketahui bahwa enam Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau
Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki sertifikasi halal. Secara
kesadaran Owner selaku pemilik Kedai Kopi dapat dinyatakan baik.
Dalam hal ini para Owner memiliki kesadaran untuk mengurus sertifikasi
halal. Namun terdapat kendala pada mekanisme dan kebingungan
pengurusan sertifikasi halal. Keenam Owner UMKM Kedai Kopi di Kota
Rantau Provinsi Kalimantan Selatan juga menyatakan kesanggupannya
untuk mengurus sertifikasi halal apabila didampingi, diarahkan, dan
diberikan kemudahan oleh pihak yang berwenang.

Tidak adanya sertifikasi halal pada UMKM Kedai Kopi di Kota
Rantau Provinsi Kalimantan Selatan menurut analisa penulis juga
berkaitan dengan budaya masyarakat. Dalam hal ini masyarakat setempat
selaku konsumen sudah meyakini bahwa produk dari masing-masing
Kedai Kopi jelas halal sekalipun belum terdapat sertifikasi halal. Dapat
disimpulkan bahwa budaya hukum terkait kesadaran Owner UMKM

Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan

91Karim, Moh, and Achmad Badarus Syamsi. "Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal
Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan." Al-
Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 4.2 (2022): 145-166.

2Suteki dan Galang Taufani, Metodogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan
Praktik), (Depok: Rajawali Press, 2020), 104.
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dengan baik namun kesadaran masyarakat terkait pentingnya sertifikasi
halal belum berjalan dengan baik.

Budaya hukum terkait kesadaran masyarakat setempat dalam hal
ini adalah konsumen sangat berpengaruh terhadap sertifikasi halal. Karena
rendahnya kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi makanan dan
minuman yang sudah bersertifikasi halal mempengaruhi terhadap minat
para pelaku usaha kedai kopi untuk melakukan kewajiban sertifikasi halal.
Owner kedai kopi di Kota Rantau menganggap bahwa sejauh ini usaha
mereka aman-aman saja dan penjualan tetap stabil. Artinya ada tidaknya
sertifikasi halal tidak berdampak pada minat konsumen dan penjualan
produk mereka. Hal tersebut karena konsumen menganggap dan yakin
bahwa semua produk yang ada di UMKM kedai kopi sudah halal meskipun
tanpa adanya sertifikasi halal. Padahal sertifikasi halal sangatlah penting
untuk menjadi kepastian hukum dan jaminan halal bagi para konsumen
terlepas dari produk yang dijual dinyatakan halal secara lisan saja.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa antara

sistem hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana menjadi

elemen sistem hukum berkaitan implementasi aturan kewajiban sertifikasi

halal UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan dengan

belum seluruhnya selaras dan berjalan dengan baik. Dalam hal ini struktur

hukum yang belum berjalan dengan baik berdampak pada kewajiban sertifikasi

halal bagi UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau belum dapat berjalan secara

maksimal. Kemudian terkait substansi hukum sudah mencakup seluruh aspek

terkait kewajiban sertifikasi halal namun tidak diimbangi dengan pemahaman
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masyarakat terhadap sistem hukum tersebut. Kemudian terkait budaya hukum
terkhusus pada Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau sudah memiliki
kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal namun masyarakat yang menjadi
konsumen belum memiliki kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal yang
dicerminkan dengan keyakinan masyarakat atas produk halal sekalipun belum
terdapat sertifikasi halal. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa
implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM Kedai Kopi di Kota
Rantau Provinsi Kalimantan Selatan perspektif teori sistem hukum belum
berjalan secara efektif.

C. Kajian Hukum Islam Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal Pada UMKM
Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan

Transaksi jual beli makanan dan minuman bagi seorang Muslim tentu

tidak terlepas dari unsur halal. Hal ini dikarenakan halal menjadi syarat utama
suatu produk makanan dan minuman dapat dikonsumsi masyarakat Muslim.%
Kewajiban mengkonsumsi makanan dan minuman halal ini sebagaimana
firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 114 sebagai berikut:
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“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah
kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-

Nya.,’

9BAli, Muchtar. "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab
produk atas produsen industri halal." AHKAM: Jurnal limu Syariah 16.2 (2016): 291-306.
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Sertifikasi halal merupakan bukti bahwa suatu produk telah melewati
proses verifikasi yang teliti dari lembaga pemeriksa halal. Produk tersebut telah
dinyatakan halal oleh lembaga tersebut melalui pemberian fatwa tertulis yang
menyatakan kehalalannya. Oleh karena itu, pelaku usaha diwajibkan untuk
menambahkan label halal pada produk mereka.®* Sertifikasi halal ini berfungsi
sebagai sarana untuk memberikan informasi dan meyakinkan konsumen bahwa
produk tersebut tidak hanya halal, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip
Syariah.%

Urgensi kewajiban sertifikasi halal ini digunakan untuk melindungi
konsumen muslim atas jaminan produk halal. Hal tersebut juga berarti bahwa
setiap konsumen muslim berhak atas makanan dan minuman yang halal Setiap
produk yang belum atau tidak melakukan sertifikasi halal maka dapat
dikategorikan sebagai produk yang syubhat terkait status halal dan haramnya.
Keadaan syubhat tersebut juga akan mempengaruhi status akad pada transaksi
muamalah yang dilakukan. Akad muamalah yang dilakukan akan menjadi batal
karena keadaan syubhat tersebut. Adapun tujuan Islam mewajibkan sertifikasi
halal pada suatu produk atau makanan adalah semata-mata demi kemaslahatan
umat manusia khususnya yang beragama Islam.%

Sertifikasi halal selain berfungsi sebagai bukti bahwa pelaku usaha

telah mengikuti proses pengolahan sesuai standar syariah juga memiliki fungsi

%“Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis
Produk Halal di Indonesia." Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 2.1 (2020):
98-112.

%Nukeriana, Debbi. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota
Bengkulu." Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 3.2 (2018): 154-165.

% Al-Fatih, Sholahuddin. "Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan
Dan Minuman Di Kota Malang." Jurnal Dedikasi Hukum 2.1 (2022): 64-74.
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lain. Bagi pemerintah, adanya kewajiban sertifikasi halal sebagaimana pada
UMKM Kedai Kopi Kota Rantau ini menjadi langkah dalam mendapatkan
pengakuan nasional yang diakui oleh negara-negara lain terkait halalnya suatu
produk di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya
menganggap produk yang diproduksi di Indonesia secara otomatis halal karena
mayoritas penduduknya Muslim, tetapi lebih sebagai tindakan resmi untuk
memberikan legalitas kepada produk tersebut agar diakui tidak hanya oleh
masyarakat Indonesia tetapi juga oleh dunia Internasional.®’

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa kewajiban sertifikasi
halal ini untuk menjamin konsumen Muslim yang tidak lain juga untuk
menciptakan kemaslahatan. Berkaitan dengan hal ini, kewajiban sertifikasi
halal sejalan dengan dengan ayat Al-Qur’an pada Surat Abassa ayat 24 sebagai
berikut:%®

EVCS IS R TN (R
Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan perintah
kepada manusia untuk selalu memperhatikan dan berhati-hati terhadap
makanan yang akan mereka konsumsi. Perhatian ini tidak hanya terkait dengan
cara pembuatan dan penciptaan makanan, tetapi juga mencakup manfaat atau

khasiat yang terkandung dalam makanan tersebut.

%Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional
Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." Amwaluna: Jurnal Ekonomi
dan Keuangan Syariah 1.1 (2017): 149-165.

%Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi
di Indonesia, Yogyakarta, 2014, Loc. It, 88.
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Kewajiban sertifikasi halal juga selaras dengan pentingnya bagi umat
manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan bermanfaat sebagaimana
Al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 168 sebagai berikut:

Gk e i&140 SR o bhl 1508 Sk s a1 e 15 G

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT telah
menghalalkan segala jenis makanan yang ada di bumi untuk seluruh umat
manusia. Makanan yang dimaksudkan di sini adalah makanan yang tidak hanya
halal, tetapi juga baik (thoyyib).*® Konsep makanan yang halal tidak hanya
terkait dengan bentuk fisiknya, melainkan juga melibatkan cara perolehannya
dan proses pengolahannya yang harus sesuai dengan ketentuan Islam. Maka
dari itu kita sebagai umat Islam harus memperhatikan produk makanan dan
minuman yang akan dikonsumsi. Karena hal ini juga berdampak pada tubuh
kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Begitu juga yang dimaksudkan
dengan imakanan yang baik (thayyib) mencakup lebih dari sekadar kepuasan
rasa kenyang, melainkan juga memiliki kebaikan dan manfaat bagi tubuh dan
pikiran, serta tidak menimbulkan bahaya. Jadi, halalan thayyiban yang

dimaksudkan disini sebagai sebuah konsep tentang makanan dan minuman

Al Farisi, Muhammad Salman. "Preferensi Masyarakat Terhadap Pembelian Produk
Makanan Halal Di Dusun Mlangi Yogyakarta." Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan 1.2
(2020): 60-75.
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yang harus diamalkan manusia pada umumnya dan ummat Islam pada
khususunya. %

Secara teknis produk-produk makanan dan minuman yang diolah
melalui proses produksi seringkali tidak memberikan kejelasan mengenai
keabsahan bahan-bahan yang digunakan serta apakah proses pengolahan sesuai
dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Hal ini menyebabkan ketidakpastian
mengenai status hukum halal atau haram dari produk olahan tersebut. Dalam
kondisi ini kewajiban sertifikasi halal sebagaimana dikeluarkan oleh
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan
Produk Halal memiliki peran yang sangat penting.

Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang ditujukan pada UMKM
Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan juga berhubungan erat
dengan kemasalahatan. Adanya kewajiban sertifikasi halal ini menjadikan
produk baik makanan dan minuman yang dijual terjamin kehalalalannya
sehingga menciptakan kemasalahatan. Konsep maslahat sangat tepat
diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Maslahat dapat di
kategorikan dalam dua bentuk, yaitu mewujudkan manfaat kebaikan dan
kesenangan manusia serta mengindari umat manusia dari kerusakan dan
keburukan.

Kewajiban sertifikasi halal ini dapat dikategorikan sebagai masla/ah
daruriyyah karena berkaitan dengan kemaslahatan yang keberadaannya sangat

dibutuhkan oleh kehidupan manusia, terutama bagi konsumen muslim. Dengan

10Hasanah, Auliya Izzah, Rizka Fauziah, And Rachmad Risgy Kurniawan. "Konsep
Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." (2021).
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adanya sertifikasi halal sebagaimana yang juga ditujukan pada UMKM Kedai
Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat membantu
konsumen dalam memilih dan mengkonfirmasikan mengenai produk halal.
Maslahah Daruriyyah adalah suatu kemaslahatan yang mana
kehidupan manusia bergantung padanya baik secara keagamaan maupun
keduniaan. Hal ini sebagai kebutuhan dalam rangka memenuhi kemaslahatan
yaitu menjaga serta memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika
dasar syariat ini tidak diterapkan dan ditegakkan maka kemaslahatan dunia dan
akhirat tersebut akan hilang dan tidak akan terwujud. Bahkan dapat berujung
pada kerusakan dan kerugian.!®® Anjuran kewajiban sertifikasi halal ini juga
berkaitan dengan perintah kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal.
Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa
kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang ditujukan pada UMKM Kedai
Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan untuk
konsumen Muslim yang tidak lain juga untuk menciptakan kemaslahatan dan
mencegah kemafsadatan. Hal ini selaras dengan perintah kepada manusia
untuk selalu memperhatikan dan berhati-hati terhadap makanan yang akan
mereka konsumsi sebagaimana Al-Qur’an Surah Abasa ayat 24 dan pentingnya
umat manusia mengonsumsi makanan yang halal dan bermanfaat sebagaimana
Al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 168. Adapun bagi para pelaku usaha urgensi
sertifikasi halal ditujukan agar usaha yang mereka jalankan menjadi barokah,

bermanfaat, dan terhindar dari segala perbuatan yang syubhat.

01Dr, H. Mukhsin Nyak Umar, MA, Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam di
Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah), (Yayasan PeNa, Banda Aceh, 2006), 24.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kesimpulan pada

penelitian ini sebagai berikut:

1.

Implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai kopi di Kota
Rantau Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan teori sistem
hukum menunjukkan bahwa antara sistem hukum, substansi hukum, dan
budaya hukum belum seluruhnya selaras dan berjalan dengan baik. Struktur
hukum yang belum berjalan dengan baik berdampak pada belum
maksimalnya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM Kedai Kopi di Kota
Rantau. Secara substansi hukum sudah mencakup seluruh aspek terkait
kewajiban sertifikasi halal namun tidak diimbangi dengan pemahaman
masyarakat terhadap sistem hukum tersebut. Adapun secara budaya hukum,
produsen dalam hal ini adalah pemilik UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau
sudah memiliki kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal, namun
konsumen belum memiliki kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal.
Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi aturan kewajiban
sertifikasi halal UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan
Selatan perspektif teori sistem hukum belum berjalan secara efektif.

Kajian hukum Islam mengenai kewajiban sertifikasi halal pada UMKM
Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan
bahwa sejatinya kewajiban sertifikasi halal untuk menjamin konsumen

Muslim yang tidak lain juga untuk menciptakan kemaslahatan dan

63



mencegah kemafsadatan. Kewajiban sertifikasi halal ini selaras dengan
perintah kepada manusia untuk selalu memperhatikan dan berhati-hati
terhadap makanan yang akan mereka konsumsi sebagaimana Al-Qur’an
Surah Abasa ayat 24 dan pentingnya umat manusia mengonsumsi makanan
yang halal dan bermanfaat sebagaimana Al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat
168. Selain itu, kewajiban sertifikasi halal dapat dikategorikan sebagai
maslakah daruriyyah karena berkaitan dengan kemaslahatan yang
keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia yaitu menjaga
serta memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, terutama bagi
konsumen muslim.
B. Saran
Saran yang dihadirkan penulis pada penelitian ini diantaranya sebagai
berikut:

1. Bagi UMKM Kkedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan,
diharapkan untuk mengurus sertifikasi halal mengingat sertifikasi halal
merupakan hal yang wajib dan sangat bermanfaat untuk kepastian hukum
konsumen.

2. Bagi pemerintah Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan
untuk terlibat aktif mendampingi dan mensosialisasikan terkait sertifikasi
halal bagi UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Bagi masyarakat terkhusus konsumen kedai kopi di Kota Rantau Provinsi
Kalimantan Selatan, diharapkan untuk ikut andil mendukung sertifikasi
halal agar nantinya tidak mengalami was-was ketika akan mengonsumsi

produk di kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan.
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